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ABSTRACT 

 LISTIA BILALE, E1118069. TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY 

ANALYSIS OF DIRECT CASH ASSISTANCE OF VILLAGE FUNDS 

(BLTDD) MANAGEMENT IN MILANGO VILLAGE  

      

     This study aims to find the implementation of transparency and accountability in 

the direct cash assistance of village funds (BLT-DD) management during the Covid-

19 pandemic in Milango Village, Tomilito Subdistrict, North Gorontalo District. The 

research method used in this study is a qualitative approach with a descriptive 

presentation of a case study in Milango Village, Tomilito Subdistrict, North 

Gorontalo District. The informants in this study are the Village Head, the Head of 

the Village Consultative Body, and several direct cash assistances of village funds 

(BLT-DD) studies. The interview draft is used to find data compiled based on the 

Instruction of the Minister of Home Affairs No. 3 of 2020. The results show that the 

implementation of transparency and accountability in the management and 

distribution of direct cash assistance of village funds (BLT-DD) in Milango Village 

follows the indicators in the Instruction of the Minister of Home Affairs No. 3 of 

2020. Keywords: transparency, accountability, BLT-DD 

 

ABSTRAK 

LISTIA BILALE. E1118069. ANALISIS TRANSPARANSI DAN 

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI 

DANA DESA (BLT-DD) DI DESA MILANGO  

 

     Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan dana bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) selama 

pandemi Covid-19 di Desa Milango Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo 

Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 

dengan penyajian secara deskriptif studi kasus di Desa Milango Kecamatan Tomilito 

Kabupaten Gorontalo Utara.Informan dalam penelitian ini adalah Kepala desa, 

Ketua BPD, dan beberapa penerima BLT-DD, draf wawancara digunakan untuk 

mencari data disusun berdasarkan Instruksi Mendagri No 3 Tahun 2020.Hasil dari 

penelitian menunjukan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam 

pengelolaan dan penyaluran BLT-DD di Desa Milango sudah sesuai dengan 

indikator dalam Intruksi Mendagri No 3 Tahun 2020. 

 

Kata Kunci : Transparansi, Akuntabilitas, BLT-DD  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Fenomena kemiskinan telah menjadi sebuah hal yang melekat bagi kehidupan 

negara-negara berkembang.Tak terkecuali Indonesia sebagai salah satu negara 

berkembang yang sebenarnya memiliki banyak potensi sumber daya alam guna 

memakmurkan negara dan rakyatnya dari kemiskinan.Masih sangat banyak rakyat 

Indonesia yang tidak dapat keluar dari garis kemiskinan dan tidak dapat mengatasi 

hal tersebut.Pada tahun 2020 negara Indonesia terkena musibah yang sangat 

berbahaya yaitu Covid-19 menyebabkan bertambahnya penduduk miskin. Kenaikan 

harga barang masyarakat akan berdampak secara berantai pada kehidupan sehari-hari 

sehingga dapat berpengaruh pada penurunan daya beli sebagian banyak masyarakat 

khususnya rumah tangga dengan pendapatan rendah atau rumah tangga miskin. 

Sejarah awal lahirnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada tahun 2005 dalam 

program Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini adalah ide dari Wakil Presiden saat itu 

Jusuf Kalla usai memenangkan pemilu ditahun 2004 bersama Presiden SBY. 

Mengacu pada perintah Presiden nomor 12 tahun 2005 menggerakan program 

Bantuan Langsung Tunai (BLT) tanpa syarat pada bulan oktober 2005 sampai 

desember 2006. Dan sekarang pemerintah kembali melaksanakan program Bantuan 

Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Covid-19 melalui instruksi Presiden nomor 3 
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tahun 2020 (Inpres 3/2020) tanggal 29 agustus 2020 dalam pelaksanaan program 

Bantuan Langsung Tunai untuk rumah tangga sasaran (RTS) program Bantuan 

Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tak bersyarat yang dilakukan oleh pemerintah 

pada tahun 2020 yang ditujukan kepada masyarakat bagi yang terkena Covid-19. 

Pemerintah membuat suatu kebijakan program Bantuan Langsung Tunai Dana 

Desa (BLT-DD) ini dalam upaya membantu masyarakat miskin yang terdampak 

Covid-19 dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat selama pandemi, besaran 

yang diterima oleh masyarakat sebesar Rp.600.000 selama 3 bulan pertama dan bulan 

selanjutnya sebesar Rp.300.000. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) 

adalah penjaringan pengamanan sosial (JPS) dalam rangka meminimalisir dampak 

Covid-19 bagi masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah 

juga memberikan bantuan beras bagi masyarakat miskin sebagaimana tertuang dalam 

kebijakan stabilitas pangan yang dikeluarkan pemerintah, program BLT-DD Covid-

19 merupakan bentuk program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang 

dilakukan pemerintah sebagai dambpak Covid-19, selain itu juga mendapatkan 

bantuan komoditas pangan berupa beras dan telur. 

Di Kecamatan Tomilito terdapat 10 Desa yang telah menjalakan instruksi 

pemerintah tentang program Bantuan langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Covid-

19.Salah satunya yakni di Desa Milango Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo 

Utara yang sampai sekarang masih masih berjalan. Penelitian ini akan menganalisis 

bagaimana pengelolaan dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Covid-
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19 dalam hal Transparansi dan Akuntabilitas. Analisis ini difokuskan pada 

pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Covid-19 yang ada di 

Desa Milango Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo utara. 

Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Covid-19 yang 

ada di Desa Milango Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo utara sudah 

mencapai transparansi hal ini dibuktikan dengan adanya setiap kegiatan penyaluran 

dana kepada penerima selalu didampingi oleh pendamping desa, ketua BPD dan 

masyarakat penerima. 

Sebagaimana hasil pengamatan peneliti pengelolaan dana Bantuan Langsung 

Tunai Dana Desa (BLT-DD) Covid-19 yang ada di Desa Milango Kecamatan 

Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara belum mencapai akuntabilitas karena adanya 

keterlambatan dalam penyaluran bantuan kepada penerima, keterlambatan yang 

dimaksud yakni dana yang harusnya disalurkan sebulan sekali menjadi tiga bulan 

untuk satu kali penyaluran dikarenakan dana pada bulan sebelumnya belum 

tersalurkan pada penerima. Alasan terjadinya keterlambatan tersebut karena 

pemerintah desa yang terlambat melakukan penarikan dana dari rekening desa. 

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di Desa Milango Kecamatan 

Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti 

mengangkat judul penelitian “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas 
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pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Desa 

Milango Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di 

Desa Milango ? 

2. Bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan 

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Milango ? 

3. Siapa saja yang terlibat dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 

(BLT-DD) di Desa Milango? 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian  

1.3.1 Maksud Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan penemuan rumusan masalah yang telah peneliti 

uraikan sebelumnya, maka yang menjadi maksud penelitian adalah untuk mengetahui 

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 

(BLT-DD) pada Desa Milango Kecematan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara. 

1.3.2 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana 

Desa (BLT-DD) yang ada di Desa Milango. 
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2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas 

dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang ada di 

Desa Milango. 

3. Untuk Mengetahui siapa saja yang terlibat dalam penyaluran Bantuan Langsung 

Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Milango. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pikiran dan manfaat untuk : 

1.4.1 Bagi Pemerintah Desa 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi 

pemerintah desa mengenai pengelolaan dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 

(BLT-DD) dalam hal mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. 

1.4.2 Bagi Masyarakat 

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat agar mengetahui bagaimana 

tanggung jawab pemerintah desa khususnya di Desa Milango dalam hal transparansi 

dan akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). 

1.4.3 Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan menjadi referensi bagi 

para pembaca mengenai analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana 

Bantuan Lansung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Milango. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Pengertian Akuntansi 

Akuntansi secara umum adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan 

dan penyajian dengan cara-cara tertentu dari transaksi keuangan yang terjadi dalam 

perusahaan atau organisasi lain dan penafsiran terhadap hasilnya (Halim, 2012:3). 

Menurut Ahmad dan Abdullah (2012:17) akuntansi adalah suatu kegiatan atau jasa 

yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan 

mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi tertentu kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan, untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan-keputusan ekonomi. 

Pengertian akuntansi menurut Weygandt, dkk (2011:7) adalah sistem informasi 

yang mengidentifikasi, mencatat dan mengomunikasikan peristiwa ekonomi dari 

suatu organisasi kepada pihak yang memiliki kepentingan.Samryn (2012:3) 

mengemukakan pengertian akuntansi adalah suatu sistem informasi yang digunakan 

untuk mengubah data dari transaksi menjadi informasi keuangan. 

Berdasarkan beberapa devinisi akuntansi diatas dapat disimpulkan bahwa 

akuntansi merupakan suatu proses yang mengubah data mengenai laporan keungan 
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suatu perusahaan menjadi sebuah informasi yang berguna dalam pengambilan 

keputusan manajemen perusahaan. 

2.1.2 Pengertian Akuntabilitas 

Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan 

pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan 

seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang 

memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban 

(Sitompul,2014:27). 

Mardiasmo (2016) menyatakan bahwa akuntabilitas ditujukan untuk mencari 

jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada 

siapa, milik siapa, yang mana dan bagaimana. Pertanyaan yang memerlukan jawaban 

tersebut antara lain, apa yang  harus di pertanggung jawabkan, mengapa pertanggung 

jawaban harus diserahkan, siapa yang bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan 

dalam masyarakat, apakah pertanggung jawaban berjalan seiring dengan kewenangan 

yang memadai, dan lain sebagainya. 

Akuntabilitas adalahkewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau 

menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang atau pimpinan suatu 

organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta 

pertanggung jawaban. Akuntabilitas akan semakin baik jika didukung oleh suatu 

sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta 

dapat dipertanggung jawabkan (Ayu Komang,2014).  
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Akuntabilitas dalam bahasa inggris yaitu accountability artinya pertanggung 

jawaban atau keadaan untuk dimintai pertanggung jawaban (Widilestariningtyas,69). 

Akuntabilitas adalah keadaan atau kondisi seseorang yang dapat dinilai oleh orang 

lain dikarenakan kualitas performannya dalam mengembangkan dan menyelesaikan 

tugas yang diamanatkan kepada yang bersangkutan sehingga tercapai tujuan yang 

menjadi tanggung jawabnya. Kondisi seseorang yang dinilai orang lain karena 

kualitas dn kinerja yang dilakukan. 

Sejalan dengan hal tersebut, akuntabilitas publik adalah kewajiban pemerintah 

untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan 

kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi 

mandate (Mahmudin,2019:23). 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan 

Negara pasal 58 ayat 1 dinyatakan dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi 

dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, Presiden selaku kepala pemerintah mengatur 

dan menyelenggarakan sistem pengadilan intern di lingkungan pemerintahan secara 

menyeluruh. Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam suasana yang 

transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan 

pendapat.Oleh karena itu, pemerintah harus betul-betul menyadari bahwa 

pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat adalah hal yang tidak dapat 

dipisahkan dari publik. 

Artinya kepala desa dan aparatnya harus mempertanggung jawabkan 

pengelolaan dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) serta pelaksanaan 
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kebijakan yang di percayakan kepada entitas pelaporan dalam mencari tujuan yang 

telah ditetapkan secara periodik (Selviana,2016). 

2.1.2.1 Prinsip Akuntabilitas 

Menurut LAN dan BPKB (2000) prinsip akuntabilitas adalah sebagai berikut : 

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf intansi unutk melakukan 

pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel. 

2. Harus merupakan sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara 

konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Harus dapat menunjukan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan. 

4. Harus berorientasi pada pencapaian dan visi dan misi serta hasil dan manfaat 

yang diperoleh. 

2.1.2.2 Dimensi Akuntabilitas  

Menurut Mahmudi (2013) terdapat lima dimensi akuntabilitas yaitu : 

1.  Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran. Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah 

akuntabilitas lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati 

ketentuan hukum yang berlaku. 

2. Akuntabilitas Manajerial. Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban 

lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif efisien 

3. Akuntabilitas Program. Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan 

apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi 
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telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil dengan 

biaya minimal. 

4. Akuntabilitas Finansial. Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban 

lembaga publik untuk menggunakan uang publik secara ekonomi, efisien dan 

efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran serta korupsi. 

2.1.2.3 Indikator Akuntabilitas Yang Terdapat Dalam Instruksi Mendagri 

Nomor 3 Tahun 2020 

1. Melakukan Musrenbangdes untuk mendiskusikan perubahan kegiatan dengan 

bantuan yang berupa BLT-DD. 

2. Penyaluran BLT-DD dilakukan secara tunai dan non-tunai. 

3. Penyampaian laporan hasil penyaluran BLT-DD kepada pihak yang berwenang 

yaitu Inspektorat dan KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) untuk 

syarat anggaran BLT-DD bulan berikutnya. 

2.1.3 Pengertian Transparansi 

Transparansi adalah proses demokrasi yang esensial dimana setiap warga 

Negara dapat melihat secara terbuka dan jelas atas aktivitas dari pemerintah mereka, 

dari pada membiarkan aktivitas tersebut dirahasiakan. Jiwa dari sistem ini adalah 

kemampuan dari setiap warga Negara untuk memperoleh informasi melalui  

akuntabilitas pejabat pemerintah atas kegiatan yang mereka lakukan.Setiap warga 

Negara berhak mengetahui (right to know) untuk setiap aktivitas penyelenggaraan 
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pemerintahan yang dilakukan oleh setiap pejabat Negara baik itu pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah. Deangan adanya transparansi maka diharapkan setiap 

warga negara dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan atas berjalanya 

pemerintahan (Katz,2004). 

Transparansi  merupakan suatu kebebasan untuk mengakses aktivitas politik 

dan ekonomi pemerintah dan keputusan-keputusannya, transparansi memungkinkan 

semua stakeholders dapat melihat struktur dan fungsi pemerintahan, tujuan dari 

kebijakan dan proyeksi fiskalnya, serta laporan (pertanggung jawaban) periode lalu. 

Akuntabilitas mengandung arti pertanggung jawaban, baik oleh orang-orang maupun 

badan-badan yang dipilih. Sedangkan keadilan berarti bahwa masyarakat diperlukan 

secara sama dibawah hukum dan mempunyai derajat yang sama dalam partisipasi 

politik. Transparansi, akuntabilitas dan keadilan merupakan atribut yang terpisah 

akan tetapi dua istilah yang pertama adalah tidak independen sebab pelaksanaan 

akuntabilitas memerlukan transparansi (Shade dan Bennet,2004). 

Transparansi adalah keterbukaaan dalam proses perencanaan strategis, 

penyusunan dan pelaksanaan, yang berarti bahwa masyarakat dapat mengakses 

informasi unutk mengetahui proses penganggaran karena berhubungan dengan 

aspirasi dan kepentingan masyarakat, dengan menyampaikan informasi secara 

terbuka maka masyarakat akan percaya dengan orang lembaga tersebut 

(Warsono,2016). 
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Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada 

masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk 

mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah 

dalam pengelolaan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dipercayakan 

kepadanya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan (Lilis,2016). 

Menurut Permendagri 113 Tahun 2014 transparansi yaitu prinsip keterbukaan 

yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi 

seluas-luasnya tentang keuangan desa.Asas yang membuka diri terhadap hak 

masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan diskriminatif tentang 

penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan 

perundangan. 

2.1.3.1 Prinsip Transparansi Keuangan 

Menurut Mardiasmo (2009) prinsip-prinsip transparansi keuangan yaitu : 

1. Informativeness (Informatif). 

Informatif adalah pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, 

prosedur, data, fakta, kepada stakeholdersyang membutuhkan informasi secara 

akurat. Indikator dari informatif adalah : 
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a) Tepat Waktu. Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat 

digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik serta 

untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. 

b) Memadai. Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif 

yang memadai atas hal-hal material. 

c) Jelas. Informasi harus jelas dapat dipahami sehingga tidak menimbulkan 

kesalahpahaman. 

d) Akurat.Informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak meyesatkan bagi 

pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut. 

e) Dapat diperbandingkan. Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan 

antar periode waktu dengan instansi yang sejenis. Dengan demikian daya 

banding berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk 

membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis. 

2. Disclosure (Pengungkapan) 

a) Kondisi Keuangan. Suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan 

organisasi atau organisasi selama periode atau kurun waktu tertentu. 

b) Susunan Pengurus. Komponen dalam organisasi, struktur organisasi 

menunjukan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda tersebut 

diintegrasikan. 

c) Bentuk Perencanaan dan hasil Kegiatan. Serangkaian tindakan untuk 

mencapai hasil yang diinginkan. 
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2.1.3.2 Indikator Transparansi yang terdapat dalam Instruksi Mendagri Nomor 

3 Tahun 2020 

1. Kepala Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan Musdesus dengan 

mengundang perwakilan masyarakat untuk membantu verifikasi dan validasi data 

terkait penentuan calon penerima BLT-DD Covid-19. 

2. Pemerintah desa menyebarluaskan daftar penerima BLT-DD Covid-19 yang sudah 

disahkan oleh Kepala Desa di papan informasi yang mudah diakses dan dijangkau 

oleh masyarakat. 

2.1.4 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) 

2.1.4.1 Pengertian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa  

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah bantuan uang kepada 

masyarakat miskin yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak 

pandemi Covid-19 (Rudy S. Prawiradinata,2020). 

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa selanjutnya disingkat BLT-DD adalah 

pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu didesa untuk 

mengurangi dampak ekonomi akibat Covid-19 (PMK40/PMK.07/2020). 

Menurut Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020, 

BLT-Dana Desa adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang 

bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19. Adapun 

nilai BLT-Dana Desa adalah Rp.600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin 
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yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 bulan dan Rp.300.000 setiap bulan 

berikutnya. 

Penanganan Covid-19 melalui APBDES menjelaskan bahwa pemerintah 

menegaskan jika dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 yang menyebutkan Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung 

Tunai yang ditujukan kepada keluarga miskin didesa dan kegiatan penanganan 

pandemi Covid-19 (Instruksi Mendagri No 3,2020). 

2.1.4.2 Dasar Hukum Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 

Dasar hukum pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah : 

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah 

pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan 

negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 atau 

dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional 

dan stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang. 

2. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan peraturan 

Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana 

Desa Tahun 2020. Peraturan terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada 

pasal 8, pasal 8A, serta pada lampiran-1 dan lampiran-2 yang merupakan bagian 

yang tidak dapat dipisahkan dari peraturan Manteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 

2020. 
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3. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas 

peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas 

penggunaan Dana Desa. 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang perubahan atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan Dana 

Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 24 

ayat 24, pasal 24A ayat 24B, pasal 25A, pasal 25B, pasal 32, pasal 32A, pasal 34, 

pasal 47A, dan pasal 50. 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang perubahan kedua 

atas Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengolahan 

Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT- Dana Desa dilhat pada pasal 

32A. 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengolahan 

Keuangan Desa. 

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang penanggulangan 

Covid-19 didesa melalui aggaran pendapatan belanja desa. 

8. Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 15 Mei 2020 tentang 

percepatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).  

9. Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2020 tentang percepatan penyaluran 

tahap kesatu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) bagi desa yang 

menyelenggarakan musyawara desa khusus. 
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10. Surat Menteri Desa PDTT Nomor 1261/PRI.00/|V/2020 Tanggal 14 April 2020 

perihal pemberitahuan perubahan permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 

tentang prioritas pembangunan Dana Desa Tahun 2020 menjadi permendes 

PDTT Nomor 06 Tahun 2020. 

11. Surat Direktur Jendral Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Kementrian PDTT Nomor 12/PRI.00/|V/2020 Tanggal 27 April 2020 perihal 

penegasan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). 

12. Surat Direktur Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Kementrian Desa PDTT Nomor 10/PRI.00/|V/2020 Tanggal 21 April 2020 

perihal penegasan petunjuk teknis pendataan keluarga calon penerima Bantuan 

Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). 

13. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Nomor 11/2020 Tanggal 21 

April 2020 perihal penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan 

non-DTKS dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. 

2.1.4.3 Tujuan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) 

Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan sebuah 

kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan 

tertentu. Adapun tujuan dari program BLT-DD yakni sebagai berikut : 

1. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. 

2. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan 

ekonomi. 

3. Meningkatkan tanggungjawab sosial bersama. 
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2.1.4.4 Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) 

Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah masyarakat 

miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun 

yang tidak terdata (exlucions error) yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 

1. Tidak mendapat bantuan PKH, BPNT, Pemilik Kartu Prakerja, dan jenis bantuan 

lainya. 

2. Mengalami kehilangan mata pencaharian atau tidak memiliki cadangan ekonomi 

yang cukup untuk bertahan hidup selama masa pandemi covid-19. 

3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. 

2.1.4.5 Mekanisme Pendataan dan Penetapan Calon Penerima BLT-DD 

Mekanisme pendataan dan penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai 

Dana Desa (BLT-DD) adalah sebagai berikut : 

1. Terbitkan SK 

Kepala Desa menerbitkan SK penunjukan relawan desa atau gugus tugas Covid-19 

sebagai tim pendata Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). 

2. Pendataan 

Relawan melakukan pendataan tingkat RT/RW atau konsultasi dengan kepala 

dusun. 

3. Verifikasi, Validasi, dan Tabulasi 

Verifikasi, Validasi dan Tabulasi data calon penerima BLT-DD kemudian tetapkan 

dalam musdesus. 

4. Penandatanganan Daftar. 
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Penandatanganan daftar calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 

(BLT-DD) oleh Kepala Desa dan BPD. 

5. Publikasi Daftar 

Publikasikan daftar calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-

DD) dalam rapat pertemuan dengan Masyarakat, dan website desa. 

6. Pengesahan Daftar 

Pengesahan daftar calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) 

oleh Bupati/wakil kota atau diwakilkan oleh Camat. 

2.1.4.6 Ketentuan Pelaksanaan BLT-DD dalam Pengelolaan Keuangan Desa 

Pemerintah menegaskan dalan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2020 yang antara lain dana desa dapat digunakan untuk BLT-DD 

kepada keluarga miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19, adapun 

ketentuan pelaksanaan BLT-DD dalam pengelolaan keuangan desa yang tertuang 

dalam Instruksi Mendagri No 3 Tahun 2020, sebagai berikut : 

1. BLT-DD dianggarkan melalui jenis belanja tak terduga pada sub bida keadaan 

mendesak, bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak 

berskala lokal desa dengan mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku. 

2. Penentuan kriteria dan mekanisme penetapan target penerima BLT-DD, 

mekanisme penyaluran Dana Desa ke APB Desa, proporsi, batasan waktu 

pemberian, dan besaran nominal BLT-DD yang bersumber dari Dana Desa 

berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh Kementerian Keuangan dan 

Kementerian Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. 
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3. Penyaluran BLT-DD dari APB Desa dapat dilakukan secara tunai atau non tunai 

(melalui transfer antar rekening bank/jasa pengiriman uang lainnya milik 

pemerintah) ke penerima BLT-DD, yang diatur lebih lanjut oleh pemerintah 

Kabupaten/Kota. 

2.1.4.7 Mekanisme Penyaluran BLT-DD 

Mekanisme penyaluran dana BLT-DD menurut Intruksi Mendagri No 3 Tahun 

2020 dibagi menjadi dua cara yaitu secara tunai, non tunai melalui transfer bank. 

Penjelasan dari kedua mekanisme yaitu sebagai berikut : 

1. Penyaluran BLT-DD secara tunai 

a) Kaur/Kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan secara langsung 

sejumlah uang tunai kepada penerima bantuan dengan menerapkan protocol 

kesehatan dalam penyerahan bantuan. 

b) Bukti penyaluran BLT-DD dengan menggunakan bukti tanda terima atau 

kwitansi. 

2. Penyaluran BLT-DD secara non tunai melalui transfer bank 

a) Penerima bantuan menyampaikan data terkait nama sesuai KTP dan nomor 

rekening bank yang bersangkutan kepada Kaur selaku pelaksana anggaran. 

b) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran yang telah diajukan Kaur selaku 

pelaksana kegiatan anggaran yang telah diverifikasi Sekretaris Desa dan telah 

disetujui Kepala Desa, Kaur Keuangan melakukan transfer antar rekening bank 

dari rekening kas Desa (RKDesa) ke rekening penerima BLT-DD. 

c) Bukti penyaluran BLT-DD dengan menggunakan bukti transfer antar rekening. 
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d) Bukti transfer kemudian direkap dan menjadi bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dengan daftar rekapitulasi penyaluran BLT-DD. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Tentang BLT-DD 

No Nama Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1. Carly Erfly 

Fernando,(2020) 

Efektivitas Bantuan 

Langsung Tunai 

(BLT) dana desa bagi 

masyarakat miskin 

terkena dampak 

Covid-19 di desa 

Talaitan 

Pemerintah desa Talaitan 

sudah berkerja sesuai 

dengan prosedur, mengenai 

adanya dugaan nepotisme 

dalam penentuan penerima 

BLT dana desa telah 

dibanta oleh hukum tua dan 

berdasarkan hasil data 

sekunder dilapangan 

menyatakan demikian. Dan 

untuk aspek ketetapan 

sasaran, dapat disimpulkan 

bahwa pemberian BLT 

dana desa di desa Talaitan 

sudah tepat sasaran. Hal 

tersebut didasari oleh 

pernyataan masyarakat 

yang merasahkan langsung 

dampak BLT dan 

merupakan pelaku lansung 

dilapangan. 
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2. Suci dan Tari 

Muzalifah,(2021) 

Analisis Kesesuaian 

Penerima dan 

Penggunaan Dana 

Bantuan Langsung 

Tunai pada 

masyarakat gampong 

sapik dan gampong air 

berudang 

Penyaluran bantuan di 

gampong sapik dan 

gampong air berudang 

masih belumtepat sasaran 

karena penerima belum 

sepenuhnya sesuai dengan 

sasaran yang dituju dan 

penggunaan bantuan oleh 

sebagian PKM tidak sesuai 

dengan tujuan penyaluran 

bantuan tersebut. 

3. Tioma Roniuli 

Hariandja dan 

Nanang Tri 

Budiman,(2020) 

Transparansi Dalam 

Pelaksanaan Bantuan 

Langsung Tunai 

(BLT) di desa 

bangsalsari 

Berdasarkan tiga unsur 

dalam pelaksanaan 

keterbukaan informasi 

public yang diamanahkan 

oleh peraturan daerah 

kabupaten jember nomr 8 

tahun 2016, yaitu adanya 

publikasi dalam 

pelaksanaan BLT di desa 

bangsalsari yang sudah 

mencerminkan transparansi 

4. Heri Sutanto dan 

Pancawati 

Hardiningsi,(2021) 

Akuntabilitas 

pengelolaan Bantuan 

Langsung Tunai 

(BLT) dana desa pada 

masa pandemi Covid-

19 

Pengelolaan Bantuan 

Langsung Tunai(BLT) dana 

desa telah mencapai 

akuntabilitas. Tetapi masi 

diperlukan pendampingan 

dari pemerintah desa. 
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2.2 Kerangka Pemikiran 

 Dalam hal ini pengelolaan dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana 

Desa (BLT-DD) tentunya berdasarkan pada peraturan yang berlaku untuk menjadi 

pedoman dalam pengelolaan dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 

(BLT-DD) yaitu Instruksi Mendagri No 3 Tahun 2020. Dalam peraturan tersebut 

berisi mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dan 

penyaluran tersebut dapat dilihat dari dua asa keuangan desa yaitu asas transparansi 

dan akuntabilitas. 

Selanjutnya kerangka pemikiran dalam penelitian ini di sketsakan dalam bentuk 

bagian pola piker berikut ini. 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan kerangka pemikiran seperti 

yang diuraikan pada bab sebelumnya. Maka yang menjadi objek penelitian atau judul 

yang peneliti angkat yakni Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana 

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Milango Kecamatan 

Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara.Maka penelitian ini bertempat di Desa Milango 

Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara. 

3.2 Metode Penelitian  

3.2.1 Metode yang digunakan 

Metode penelitian merupakan suatu cara atau teknik yang dapat membantu 

peneliti tentang urutan bagaimana penelitian dilakukan. Menurut Sugiono, (2017) 

metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu. Sedangkan menurut Sunyoto, (2013) metode penelitian akan 

menentukan urutan-urutan proses analisis data yang akan disajikan secara sistematik. 

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa metode penelitian adalah cara 

ilmiah dan prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk mendapatkan data, untuk 

mencapai tujuan tertentu dan tatacara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan. 

 Penelitian ini menekankan pada pengalaman informan berdasarkan kondisi 

realita atas masalah-masalah dalam analisis transparansi dan akuntabilitas 
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pengelolaan dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Untuk itu peneliti 

memilih pendekatan kualitatif untuk menemukan gambaran perilaku pengelolaan 

dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang ada di Desa Milango 

Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara. 

3.2.2 Operasional Variabel 

Operasional variabel adalah suatu atribut seseorang atau objek, atau kegiatan 

yang mempunyai variari tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2017).Dari definisi tersebut dapat 

disimpulkan bahwa operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, 

indikator serta skala dari variabel yang terkait dalan penelitian. 

Dalam penelitian ini yang dimaksud : 

1. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) 

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dapat dipahami sebagai 

pemberian sejumlah uang (dana tunai) kepada masyarakat miskin setelah pemerinah 

memutuskan untuk menaikan harga BBm dengan jalan mengurangi subsidi namun 

selisi dari subsidi itu diberikan kepada masyarakat  miskin. Program BLT-DD 

dirancang sebagai penggantin kenaikan harga biaya hidup ketika terjadi kenaikan 

BBM oleh karena itu, besaran BLT-DD dihitung sebagai kenaikan harga BBM. Pada 

awal tahun 2020 Indonesia dilanda oleh wabah Covid-19 yang mengakibatkan 

sebagian masyarakat mengalami kesulitan ekonomi, dalam hal ini pemerintah 
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mengadakan program BLT-Dana Desa yang diberikan kepada masyarakat yang 

kesulitan ekonomi selama masa pandemi (Selviana, 2016) 

2. Transparansi  

Transparansi merupakan kebebasan dalam memperoleh informasi yang mudah 

diakses oleh masyarakat, dan adanya pengawasan dengan partisipatif dari masyrakat. 

Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan 

masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam 

memperoleh informasi yang akurat dan memadai, apabila dalam suatu instansi 

pemerintah tidak transparan maka akan menimbulkan hilangnya kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah (Marjana, 2018). 

3. Akuntabilitas  

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip Good Governance dalam 

penyelenggaran pemerintah maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik, 

dinyatakan juga bahwa dalam akuntablitas terkandung kewajiban untuk menyajikan 

dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan 

kepada pihak yang lebih tinggi dengan memberikan pertanggung jawaban, 

menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan. 

Akuntabilitas memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa dengan 

tugas-tugas yang dibebankan kepada pengurus dan pengawas dalam rangka 

meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat (Andi, 2017). 

3.2.3 Informan Penelitian 
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Untuk mencapai tujuan penelitian dibutuhkan informan sebagai sumber data 

dan informasi penelitian.Dalam menentukan informan penelitian Kuswarno (2019) 

menjelaskan beberapa kriteria yang dapat dijadikan acuan dalam memilih 

informan.Pertama, informan harus mengalami langsung situasi/kejadian yang 

berkaitan dengan topik penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan deskripsi dari 

sudut pandang orang pertama.Kedua, informan mampu menggambarkan kembali 

fenomena yang telah dialaminya, terutama sifat alamiah dan maknanya.Ketiga, 

bersedia terlibat dalam kegiatan penelitian yang mungkin membutuhkan waktu yang 

lama.Keempat, bersedia untuk di wawancarai dan direkam aktivitasnya selama 

wawancara ataupun selama penelitian berlangsung.Kelima, memberikan persetujuan 

untuk dipublikasikan hasil penelitian.Informan dalam penelitian ini di tentukan secara 

sengaja (purposive) oleh peneliti dengan terlebih dahulu menentukan informan. 

Peneliti menetapakan beberapa kriteria untuk informasi antara lain : 

1. Informan merupakan orang yang berhubungan langsung dengan pengelolaan BLT-

DD. 

2. Informana memahami maksud dan tujuan tentang penelitian yang di lakukan. 

3. Informan bersedia meluangkan waktu dan bersedia berpartisipasi selama kegiatan 

pengumpulan data. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tidak menetukan batas jumlah 

informan yang akan dijadikan informan penelitian guna mendapatkan informasi dan 

data yg lengkap. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang melakukan 

wawancara kepada pihak aparatur desa dan masyarakat penerima BLT-DD terkait 
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pengelolaan dana Bantuan Lansung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Milango 

Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara. 

Tabel 3.1 Tabel Informan 

NO NAMA INFORMAN JABATAN LATAR 

BELAKANG 

PENDIDIKAN 

1. Eman Kadir S.Pd Kepala Desa 

Milango 

S1 

2. Imran Lamato Ketua BPD SMA 

3. Rajida Ladiku Masyarakat 

(Penerima blt) 

SMP 

4. Non Tayabu Masyarakat 

(Penerima blt) 

SMA 

5. Alfian Tanu Masyarakat 

(Penerima blt) 

SD 

 

3.2.4 Jenis dan Sumber Data 

3.2.4.1 Jenis Data 

1. Data kualitatif yaitu jenis data yang tidak terbentuk angka-angka yang umumnya 

di peroleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam lokasi 

penelitian. 

2. Data kuantitatif yaitu jenis data yang terbentuk dari angka-angka atau bilangan 

yang nilainya berubah-ubah. 

3.2.4.2 Sumber Data 

1. Data Primer 
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Dalam penelitian ini, sumber data primer merupakan data yang di peroleh 

langsung dari hasil wawancara kepada aparatur desa dan masyarakat penerima 

BLT-DD di Desa Milango sebagai informan terkait objek penelitian mengenai  

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Lansung Tunai Dana 

Desa (BLT-DD) di Desa Milango. 

2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer 

yaitu melalui dokumentasi, buku,arsip tertulis yang berhubungan dengan objek 

yang akan diteliti pada penelitian ini. Sumber data sekunder merupakan sumber 

yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui 

orang lain atau dokumen. 

3.2.5 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini peneliti memiliki tiga metode dalam pengumpulan data 

penelitian, yaitu sebagai berikut : 

1. Wawancara  

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi serta ide 

dengan melakukan Tanya jawab sehingga dapat konstruksikan makna dalam suatu 

topik tertentu. Teknik wawancara dilakukan secara intensif, sehingga akan mampu 

memperoleh informasi sebanyak mungkin secara jujur dan detail ( Sugiyono, 

2013). Dalam penelitian ini wawancara akan ditujukan kepada aparatur desa dan 

masyarakat penerima BLT-DD di Desa Milango. 

2. Observasi 
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Observasi atau mengamati suatu kegiatatan yaitu peninjauan secara langsung 

pada saat penyaluran BLT-DD kepada masyarakat penerima yang bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana pemerintah desa menerapkan transparansi dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-

DD) di Desa Milango. 

3. Dokumentasi  

Menurut Sugiyono (2013), dokumen yaitu catatan dari peristiwa penting yang 

sudah dilakukan. Dokumen tersebut bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya 

monumental dari seseorang.Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan yaitu 

berupa laporan mengenai penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-

DD) di Desa Milango. 

3.2.6 Teknik Analisis Data 

Miles dan Huberman(2015) mengatakan bahwa analisi data adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan, lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam 

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data 

yng digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data dilapangan model 

Miles dan Huberman, yang disebut pula dengan istilah teknik analisis data interaktif 

dimana analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 

sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Proses analisis data menurut model 
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Miles dan Huberman yaitu meliputi aktivitas pengumpulan data, reduksi data (data 

reducation), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan/verifikasi 

(conclusion drawing). Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut : 

1. Pengumpulan Data 

Data yang muncul dalam wujud kata-kata dan bukan angka dikumpulkan 

melalui berbagai cara seperti observasi, wawancara, intisari dokumen, rekaman 

biasanya di proses melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau ahli tulis 

(Miles dan Huberman, 2015). 

a) Data reducation (Reduksi data) 

Dalam mencari data dilapangan menggunakan panduan draf wawancara yang di 

susun berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2020. Data yang di dapatkan 

dari lapangan perlu dilakukan pencatatan yang teliti dan rinci, semakin lama peneliti 

ke lapangan maka jumlah data yang didapatkan semakin banyak. Untuk itu perlu 

dilakukan reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang penting, 

memfokuskan pada hal-hal yang pokok 

b) Data display (Penyajian data) 

Setelah data di reduksi, kemudian hal yang harus di lakukan adalah menyajikan 

data berupa uraian singkat dan bagan.Miles dan Huberman (2015) menyatakan jika 

yang paling sering digunakan dalam menyajikan data adalah teks bersifat naratif. 

Bentuk penyajian data dalam penelitian analisis transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Milango 
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ini akan disajikan dalam bentuk teks naratif yang berupa diagram atau bagan, catatan 

lapangan agar memudahkan  untuk dibaca dan menarik kesimpulan. 

c) Conclusion drawing/ verification 

Setelah data di reduksi dan disajikan, maka hal yang terakhir yang harus 

dilakukan adalah membuat kesimpulan bahwa dalam pengelolaan BLT-DD di Desa 

Milango sudah Transparan dan akuntabilitas yang didukung dengan bukti-bukti yang 

valid. 

3.2.7 Jadwal Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Milango Kecamatan Tomilito 

Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini akan di laksanakan selama 2 bulan, milai 

bulan September sampai bulan oktober 2021. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Desa Milango 

4.1.1 Kondisi Geografis 

Secara geografis Desa Milango merupakan salah satu Desa yang ada di 

Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara.Desa yang topografinya perbukitan 

rendah dengan luas 4.000 Ha yang terdiri dari persawahan, lading, pemukiman dan 

perkebunan.Desa Milango terdiri dari 3 Dusun yakni Dusun Milango 1, Dusun 

Milango 2 dan Dusun Milango 3. Dengan perbatasan Desa sebagai berikut : 

Sebelah Utara  : Berbatasan dengan Desa Bulango Raya 

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Bubode 

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Leyao 

Sebelah Barat    : Berbatasan dengan Desa Dambalo 

Penduduk Desa Milango kurang lebih 653 jiwa. Dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel 4.1 Daftar Penduduk Desa Milango 

Uraian Total 

Jumlah penduduk seluruhnya 653 

Laki-laki 335 

Perempuan  318 
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Keseharian masyarakat Desa Milango yaitu bercocok tanam, buru tani, nelayan, 

pedagang, dan lain-lain. Berikut rincian keseharian penduduk Desa Milango : 

Tabel 4.2 Mata Pencaharian Penduduk Desa Milango 

No Mata Pencaharian Jumlah 

1. Petani 102 

2. Buru Tani 19 

3. Pedagang 16 

4. Peternak 1 

5. Nelayan 2 

6. Penjahit 2 

7. PNS 7 

8. TNI/Polri 9 

9. Perangkat Desa 15 

10. Lain-lain 5 

 

Desa Milango merupakan desa yang masyarakat aktif dalam mendukung 

program dan mendukung kebijakan pemerintah. 

4.1.2 Kondisi Sosial 

Masyarakat Desa Milango masih sangat mengedepankan sikap toleransi, tolong  

menolong antar masyarakat dan umat beragama. Apabila masyarakat yang beragama 

muslimsedang merayakan hari raya Idul Fitri, maka masyarakat non muslim menjaga 
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kemanan desa demi kenyamanan umat muslim yang sedang menjalankan ibadah, 

begitupun sebaliknya. 

4.1.3 Visi dan Misi 

Dalam meningkatkan kualitas Desa Milango Kecamatan Tomilito Kabupaten 

Gorontalo Utara, Desa Milango memiliki visi dan misi sebagai berikut : 

1. Visi  

“ Mewujudkan kehidupan masyarakat Desa Milango yang berbudaya, damai, 

sehat, sejahtera, dan adil “ 

2. Misi  

1) Mewujudkan pemerintah Desa yang bertanggung jawab, adil, dan merata. 

2) Mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana pemerintah Desa. 

3) Mewujudkan pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, 

statistic dan kearsipan. 

4) Mewujudkan penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan 

keuangan dan pelaporan. 

5) Mewujudkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan baik. 

6) Mewujudkan pemeliharaan jalan desa yang baik 

7) Mewujudkan pemeliharaan jalan usaha tani. 

8) Mewujudkan pembangunan rumah tidak layak huni. 

9) Mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. 
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4.1.4 Struktur Organisasi Desa Milango 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Milango 
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4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Deskripsi Penelitian  

Desa Milango merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Tomilito 

Kabupaten Gorontalo Utara.Untuk mencegah kemiskinan akibat pandemi Covid-19, 

masyarakat yang ada di Desa Milango diberikan bantuan berupa Bantuan Langsung 

Tunai Dana Desa (BLT-DD). Dana tersebut sudah di anggarkan oleh pihak Desa 

dengan menggunakan dana dana desa yang ada. Penelitian ini menggunakan 

wawancara dengan narasumber yaitu pihak Desa yang diwakili oleh Kepala Desa, 

Ketua BPD dan masyarakat penerima BLT-DD terkait dengan pengelolaan dana 

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang ada di Desa Milango. Dalam 

wawancara tersebut membahas tentang bagaimana penyaluran BLT-DD yang ada di 

Desa Milango,siapa saja yang terlibat dalam BLT-DD dan untuk mengetahui apakah 

pada saat penyaluran  BLT-DD di Desa Milango sudah menerapkan prinsip 

transparansi dan akuntabilitas. 

Kemudian hasil wawancara dari aparatur Desa, dan masyarakat penerima BLT-

DD dibuat dalam bentuk transkip wawancara. Setela dibuat dalam bentuk transkip 

wawancara langkah selanjutnya yaitu dilakukan reduksi data mengenai hasil 

wawancara dengan meringkas data terkait dengan bagaimana pengelolaan dana BLT-

DD, dan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran Bantuan 

Langsung Tunai (BLT-DD) di Desa Milango yang didapat dari hasil wawancara dan 
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observasi yang kemudian akan di analisis. Analisis tersebut akan menggunakan teks 

naratif agar pembaca tidak kesulitan untuk memahami isi hasil analisis. 

Penyaluran ini didasari karena adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan 

masyarakat mengalami guncangan ekonomi. Kemudian pemerintah pusat 

mengeluarkan kebijakan mengenai bantuan yang bersumber dari dana desa. 

Kebijakan dari pemerintah pusat tersebut disampaikan kepada pemerintah desa. Pada 

tahun 2020, Desa Milango sudah menggarkan BLT-DD di pos anggaran dana desa 

pada awal masuk pandemi Covid-19 pada pertengahan tahun 2020. Pada tahun 2021 

pihak desa juga sudah menganggarkan dalam pos dana desa dalam bentuk BLT-DD 

sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat yang tertuang dalam surat edaran Nomor 

!7 Tahun 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. 

Berdasarkan pos anggaran tersebut aparatur desa di Desa Milango melakukan 

mandat tersebut dengan cara memberikan informasi kepada kepala dusun. Setelah 

informasi diterima oleh kepala dusun,selanjutnya kepala dusun melakukan verifikasi  

penerima calon BLT-DD, sehingga setalah hasil verifikasi informasi akan ini akan 

disampaikan kepada masyarakat yang sudah ditetapkan sebagai calon penerima BLT-

DD. 

Calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan 

masyarakat yang terdampak ekonomi karena adanya pandemi Covid-19 yang 

meharuskan masyarakat sementara waktu berdiam dirumah.Dana tersebut 
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pencairanya dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa sesuai dengan Instruksi 

Mendagri Nomor 3 Tahun 2020. 

4.2.2 Analisis Data 

Dari gambaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), langkah 

selanjutnya yaitu akan dianalisis  mengenai penyaluran BLT-DD dan penerapan 

prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran BLT-DD yang ada di Desa 

Milango. 

1. Penyaluran Bantuan Lansung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Milango 

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa milango mulai di 

dilaksanakan pada pertengahan tahun 2020. Yang dilaksanakan di aula kantor Desa 

Milango dengan menerapakan protokol kesehatan, penyaluran BLT-DD dilakukan 

secara tunai kapada masyarakat penerima yang di hadiri oleh Kepala Desa, Aparat 

Desa, Ketua BPD, Kepala Dusun, Camat/yang mewakili, Babinsa,dan masyarakat 

Penerima BLT-DD. Pada saat penyaluran BLT-DD tidak ada kendala apapun semua 

bejalan lancar, justru pihak desa mengalami kendala sebelum penyaluran kendala 

yang biasanya terjadi adalah keterlambatan pencairan dana,adapun kendala yang lain 

yaitu nama masyarakat yg tergabung di BLT-DD tetapi tergabung dalam bantuan 

lainya. Berikut kutipan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Ketua BPD : 
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“Penyaluran BLT-DD pertama kami laksanakan pada pertengahan tahun 

2020,penyaluran kami laksanakan di balai desa,BLT-DD sendiri kami berikan 

secara tunai kepada masyarakat penerima” 

“Yang di hadiri oleh pihak desa termasuk saya selaku pimpinan disini, anggota 

BPD, kepala dusun 1,2,3,babinsa dan pihak kecamatan yg biasanya di wakili 

oleh sekcam”( Hasil wawancara kepada Kepala Desa pada tanggal 17 Mei 

2022). 

 

“Selamapenyaluran lancar tidak ada kendala apupun,tetapi dahulu pernah ada 

masyarakat yang sudah mendapat bantuan BNPT kemudian keluar juga 

namanya di BLT-DD, warga tersebut diusulkan oleh kadus tetapi beliau tidak 

mengetahui bahwa sudah menerima bantuan BNPT” 

“Yah? Kendala lain yaitu keterlambatan pemerintah desa dalam pencairan 

dana” 

“Solusi yang kami berikan pada saat itu memberi pilihan kepada beliau untuk 

memilih BLT-DD atau BNPT,yang  menangani pastinya kami selaku 

pemerintah desa” (Hasil wawancara kepada Ketua BPD pada tanggal 18 Mei 

2022). 

2. Penerapan Prinsip Transparansi dalam Penyaluran BLT-DD di Desa 

Milango 

Menurut Permendagri 113 Tahun 2014, transparansi yaitu keterbukaan  yang 

memungkinkan masyarakat  untuk mengetahui dan mendapat informasi seluas-
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luasnya tentang keuangan desa secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang 

penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan 

perundangan. 

Penerapan prinsip transparansi dalam penyaluran BLT-DD sudah seharusnya 

diterapkan, karena dengan menerapkan keterbukaan mengenai informasi penyaluran 

BLT-DD akan memberikan pemahaman yang lebih jelas oleh masyarakat. Sehingga 

masyarakat juga mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran BLT-DD yang ada di 

Desa Milango.Dengan adanya keterbukaan memberikan manfaat kepada masyarakat 

bahwa masyarakat yang terdaftar sebagai penerima BLT-DD sudah sesuai dengan 

kriteria yang ditentukan oleh pemerintah pusat. 

Dari hasil wawancara kepada pihak pemerintah Desa Milango bahwa dalam 

penetapan calon penerima  BLT-DD sudah menerapkan transparansi kepada 

masyarakat dan seluruh pejabat pemerintah desa. Pada saat penetapan calon penerima 

BLT-DD dilaksanakan melalui forum terbuka yang disebut Musyawarah Desa 

Khusus (Musdesus).Forum ini digunakan untuk menentukan calon penerima BLT-

DD dan dihadiri oleh seluruh perwakilan elemen masyarakat seperti ketua BPD 

beserta anggotanya, seluruh Kepala Dusun di Desa Milango, Kepala Desa, Perangkat 

Desa, Babinsa.Dalam Musdesus tersebut dilaksanakan musyawarah untuk membahas 

mengenai verifikasi atau validasi data terkait daftar penerima BLT-DD yang telah 

diusulkan oleh kepala dusun di setiap dusun. Para pihak elemen untuk ditetapkan 

sebagai penerima BLT-DD. Berikut kutipan hasil wawancara dengan Kepala Desa : 
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“Untuk memvalidasi data seluruh elemen masyarakat pasti akan diundang, 

seperti ketua BPD beserta anggotanya, kepala dusun, pak babinsa dan aparat 

desa (Hasil wawancara dengan Kepala Desa pada tanggal 17 Mei 2022). 

Hasil dari pelaksanaan Musdesus yang telah disepakati menghasilkan informasi 

ususlan daftar penerima  bantuan berupa BLT-DD. Hasil usulan ini kemudian akan 

disahkan dan di tanda tanggani oleh Kepala Desa. Setelah mendapat pengesahan 

Kepala Desa, maka proses penyaluran BLT-DD untuk tahap pertama akan segera 

disalurkan kepada masyarakat sesuai daftar penerima BLT-DD. Berikut hasil kutipan 

wawancara dengan Kepala Desa : 

“Setelah daftar masyarakat penerima BLT-DD diputuskan dalam musyawarah 

desa, kemudian daftar atau nama-nama tersebut akan disahkan oleh saya 

selaku pimpinan di Desa Milango ini agar penyaluran bisa dilaksanakan,untuk 

tahap 1” (Hasil wawancara dengan Kepala Desa pada Tanggal 17 Mei 2022). 

Proses pencairan ini diawali dengan memberikan informasi daftar penerima 

bantuan BLT-DD tersebut disebarluaskan melalui kepala dusun dan juga ditempelkan 

pada papan informasi yang mudah dijangkau agar masyarakat agar masyarakat 

mudah menjangkau untuk mengetahui informasi daftar penerima BLT-DD, selain itu 

pemerintah desa juga memberitahukan melalui pengeras suara. Pihak pemerintah desa 

di Desa Milango tidak menyampaikan informasi secara elektronik karena belum 

menggunakan website desa yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang desa 

kepada masyarakat. Berikut ini kutipan wawancara dengan Kepala Desa : 
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“Kepala dusun mempunyai daftar calon penerima BLT-DD, dan di pintu masuk 

aula kantor desa juga sudah kami tempelkan daftar penerima bantuan, saya 

juga sudah menyampaikan lewat pengeras suara yang ada di mesjid, kami 

tidak menyampaikan informasi melalu hp karena pihak desa belum 

menggunakan website desa” (Hasil wawancara dengan Kepala Desa pada 

tanggal 17 Mei 2022). 

Pendapat dari Kepala Desa tersebut juga didukung oleh pendapat masyarakat 

pertama penerima  BLT-DD : 

“Iya, saya bisa melihat nama-nama penerima BLT-DD yang ditempel dipintu 

aula” (Hasil wawancara dengan masyarakat penerima BLT-DD pada Tanggal 

18 Mei 2022). 

Kemudian juga didukung oleh pendapat masyarakat kedua penerima BLT-DD : 

“Iya, saya melihat nama-nama itu di pintu aula kantor desa, biasanya juga 

kepala desa menyampaikan dimesjid” (Hasil wawancara dengan masyarakat 

penerima BLT-DD pada tanggal 18 Mei 2022). 

Pendapat masyarakat ketiga penerima BLT-DD : 

“Iya ada, nama-nama itu saya lihat di depan pintu aula” (Hasil wawancara 

dengan masyarakat penerima pada tanggal 18 Mei 2022). 

Dari hasil analisis diatas terkait dengan transparan sudah sesuai dengan 

indikator transparansi meneurut Instruksi Mendagri No 3 Tahun 2020 yaitu Kepala 

Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan Musdesus dengan mengundang 

perwakilan masyarakat untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penetuan 



45 

 

 

calon penerima BLT-DD. Pemerintah Desa Milango telah melaksanakan Musdesus 

yang dihadiri oleh elemen masyakat untuk memutuskan masyarakat yang berhak 

menerima BLT-DD, dan daftar penerima BLT-DD juga disebarluaskan melalui pihak 

Kepala Dusun dan di tempel dipapan informasi. Dapat disimpulkan bahwa di Desa 

Milango sudah menerapkan transparansi dalam penyaluran BLT-DD. 

3. Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Penyaluran BLT-DD di Desa 

Milango 

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 akuntabilitas yaitu perwujudan 

kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber 

daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan 

yang telah ditetapkan.Prinspi akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan 

hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggung 

jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. 

Penggunaan Dana Desa pada Tahun 2020 harus memberikan manfaat yang sebesar-

besarnya, karena adanya pandemi Covid-19 maka dana desa di Desa Milango akan 

digunakan untuk mengurangi dampak ekonomi masyarakat yang terdampak dengan 

memberikan BLT-DD. 

Untuk percepatan penanganan akibat Covid-19 yang menimbulkan dampak 

ekonomi bagi masyarakat yaitu pemerintah Desa Milango melaksanakan 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).Musrenbangdes 

berfokus untuk membahas perubahan yang berhubungan dengan pemenuhan 

kebutuhan sosial dasar masyarakat yang terkena dampak. Dalam musyawarah 
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tersebut membahas bahwa dana untuk pembangunan fisik di Desa Milango sebagian 

akan dianggarkan untuk dana  BLT-DD sebab pandemi Covid-19  masuk pada bulan 

Maret 2020. Berdasarkan surat Edaran Nomor 17 Tahun 2020 pada Tahun 2021 

anggaran BLT-DD sudah di anggarkan dalam APBDes. Berikut kutipan wawancara 

dengan Kepala Desa : 

“Untuk dana BLT-DD tahun 2020 itu kami menggunakan dana bantuan fisik 

yang di desa milango, dana tersebut dana untuk pembuatan jembatan. Iya 

sebagian dananya kami gunakan untuk BLT-DD karena pandemi masuk pada 

bulan maret 2020. Maka dana BLT-DD itu kami ambil dari dana pembangunan 

fisik yang ada, iya..jadi dana tersebut dipotong oleh pihak desa karena untuk 

pembangunan jembatan ini masih bisa ditunda dulu. Kalau tahun 2021 dana 

BLT-DD sudah dianggarkan APBDes” (Hasil wawancara dengan Kepala Desa 

pada tanggal 17 Mei 2022). 

Alokasi dana BLT-DD di Desa Milango tahun 2020 diambil dari dana 

pembangunan fisik dengan jumlah dana Rp. 247.385.700,00 dari hasil musyawarah 

yang disepakati jumlah dana yang dipotong sebesar Rp. 37.800.000,00. Sementara itu 

anggaran dana BLT-DD tahun 2021 sudah memiliki anggaran sendiri dalam 

APBDes. Besaran uang bantuan pada tahun 2020 yaitu Rp. 600.000, dan pada tahun 

2021 yaitu Rp. 300.000. Hal tersebut dikemukakan oleh Kepala Desa berikut ini : 

“Untuk dana pembangunan fisik di Desa Milango berjumlah Rp. 247.385.700 

dipotong sebesar Rp. 37.800.000 untuk dana BLT-DD. Untuk tahun 2021 sudah 
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ada anggaran dari pemerintah pusat. Iya.. untuk dana yang di salurkan pada 

tahun 2020 itu jumlahnya Rp. 600.00/KK, sedangkan tahun 2021 itu Rp. 

300.000/KK” (Hasil wawancara dengan Kepala Desa pada tanggal 17 Mei 

2022). 

Dana dari pembangunan fisik tersebut akan digunakan untuk penyaluran BLT-

DD tahap pertama yang di salurkan kepada 63 kartu keluarga pada tahun 2020. 

Sedangkan pada tahun 2021 per januari validasi data penerima BLT-DD dilakukan 

oleh Kementrian Sosial dan di Desa Milango hanya tersisa 50 kartu keluarga karena 

tereliminasi. Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Desa : 

“Dari hasil musdesus tahun 2020 di Desa Milango yang ditetapkan sebagai 

penerima BLT-DD sebanyak 63 KK, kemudian pada tahun 2021 dilakukan 

validasi data dari kementrian sosial sehingga jumlah penerima BLT-DD 

berkurang menjadi 50 KK karena yang lain sudah terdaftar dalam bantuan 

lain” (Hasil wawancara dengan Kepala Desa pada tanggal 17 Mei 2022). 

Dari anggaran BLT-DD tahun 2020 yang dipotong dari dana pembangunan 

fisik serta dana anggaran untuk tahun 2021 yang sudah di anggarkan untuk BLT-DD 

selanjutnya akan dicairkan dan langsung diberikan kepada kasi pelaksana kegiatan 

agar BLT-DD bisa disalurkan kepada masyarakat yang ditetapkan sebagai penerima 

BLT-DD. Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Desa : 
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“Setelah anggaran BLT-DD masuk ke dalam rekening desa, kemudian akan di 

ambil atau dicairkan dan selanjutnya pemerintah Desa Milango akan 

menentukan hari untuk pencairan BLT-DD kepada masyarakat” (Hasil 

wawancara dengan Kepala Desa pada tanggal 17 Mei 2022). 

Setelah anggaran BLT-DD di Desa Milango ditetapkan untuk pencairan BLT-

DD, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh aparatur desa adalah menentukan hari 

untuk pencairan BLT-DD secara tubai yang akan dilaksanakan di aula kantor Desa 

Milango. Proses ini dimulai dengan memberikan undangan kepada masyarakat 

penerima bantuan BLT-DD, undangan tersebut berisi mengenai waktu, tempat 

penyaluran serta keterangan harus membawa sejumlah dokumen seperti fotocopy 

kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Hal ini dikemukakan oleh Kepala Desa 

sebagai berikut : 

“Pihak desa menentukan hari untuk melalukan penyaluran BLT-DD, kemudian 

masyarakat akan diundang untuk datang ke kantor desa untuk menerima BLT-

DD. Jadi masyarakat di berikan undangan terlebih dahulu untuk mengambil 

BLT-DD,dengan syarat masyarakat yang bersangkutan harus membawa 

persyaratan berupa fotocopy kartu keluarga dan fotocopy KTP” (Hasil 

wawancara dengan Kepala Desa pada tanggal 17 Mei 2022). 

Proses penyaluran BLT-DD kepada masyarakat penerima bantuan di Desa 

Milango diminta menunjukan dokumen dengan mengisi daftar hadir. Tentunya 
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penyaluran BLT-DD di Desa Milango menerapkan protokol kesehatan 3M yaitu 

mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Setelah mengisi daftar hadir 

masyarakat akan diberikan pengarahan mengenai BLT-DD oleh Kepala Desa, 

Camat/mewakili, Ketua BPD. Kemudian penyaluran BLT-DD dilakukan secara 

simbolis oleh Kepala Desa, Camat/mewakili dan Ketua BPD. 

Mekanisme pencairan uang berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 

2020 menjelaskan bahwa untuk penyaluran BLT-DD dilakukan secara non tunai dan 

tunai.Tetapi dalam penelitian di Desa Milango penyaluran BLT-DD hanya dilakukan 

secara tunai. BLT-DD diserahkan kepada penerima bantuan secara tunai dan pada 

saat penerimaan uang tersebut akan didokumentasikan untuk keperluan bukti bahwa 

pihak masyarakat terkait sudah benar-benar menerima uang, setelah penerimaan uang 

bantuan maka masyarakat akan diminta untuk menandatangani bukti bahwa 

masyarakat sudah menerima uang BLT-DD. Berikut kutipan hasil wawancara dengan 

Kepala Desa :  

“Masyarakat hadir ke aula kantor desa dengan menerapkan protokol kesehatan 

3M, setelah memasuki aula mendaftar dengan cara menyerahkan dokuman. 

Setelah seluruh penerima BLT-DD sudah datang maka akan di adakan sedikit 

pengarahan dari saya selaku Kepala Desa, kemudian sambutan oleh Camat 

atau yang mewakili dan yang terakhir yaitu Ketua BPD. Kemudian penyaluran 

dilakukan secara simbolis oleh saya, camat, dan ketua BPD.Saat menerima 

uang akan di ambil dokumentasi dan tanda tangan bahwa sudah menerima 
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uang BLT-DD” (Hasil wawancara dengan Kepala Desa pada tanggal 17 Mei 

2022). 

Setelah proses penyaluran BLT-DD tahap pertama selesai dilakukan maka 

pemerintah Desa Milango akan membuat laporan penyaluran yang akan dilaporkan 

kepada pejabat yang berwenang yaitu Inspektorat dan pihak-pihak lain. Laporan yang 

disusun oleh aparat desa  memuat informasi mengenai seluruh dokumen  seperti 

daftar hadir, fotocopy KK, fotocopy KTP, undangan, foto dokumentasi , tanda terima 

uang BLT-DD. Laporan tersebut penting dan berguna sebagai sala satu syarat agar 

anggaran BLT-DD tahap selanjutnya bisa dicairkan ke rekening desa. Laporan 

tersebut akan disampaikan setiap satu bulan sekali setelah penyaluran dilakukan. Hal 

tersebut disampaikan oleh Kepala Desa sebagai berikut : 

“Laporan keuangan yang dibuat oleh kaur keuangan untuk inspektorat dan 

pihak lainya, dokumen yang dilaporkan itu dalam bentuk dokumen dan juga 

bentuk file. Jadi yang dilaporkan itu seperti hasil dokumentasi, udangan, 

fotocopy KK dan fotocopy KTP penerima, serta foto pada saat penyerahan 

bantua, tanda terima seperti kwitansi, terus daftar hadir penerima. Iya..laporan 

akan disampaikan setiap bulan setelah penyaluran BLT-DD” (Hasil wawancara 

dengan Kepala Desa pada tanggal 17 Mei 2022). 

Berdasarkan hasil analisis diatas mengenai akuntabilitas penyaluran BLT-DD 

sudah sesuai dengan Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2020 ditujukan  bahwa 
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adanya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk 

perubahan kegiatan yang difokuskan untuk pemenuhan kebutuhan sosial yang 

berkaitan dengan pemberian bantuan berupa BLT-DD. Penyaluran BLT-DD di Desa 

Milango dilakukan secara tunai dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Setelah 

adanya penyaluran BLT-DD maka Desa Milango juga harus melaporkan hasil 

penyaluran kepada pihak yang berwenang agar anggaran untuk bulan berikutnya bisa 

dicairkan. 

4.2.3 Pembahasan 

1. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Milango 

Penanganan Covid-19 melalui APBDES menjelaskan bahwa pemerintah 

menegaskan jika dalam  peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 yang menyebutkan Dana Desa dapat digunakan  untuk Bantuan 

Langsung Tunai yang ditujukan kepada keluarga miskin didesa dan kegiatan 

penanganan pandemi Covid-19 (Instruksi Mendagri No 3 Tahun 2020). 

Adapun peneliti terdahulu yang di ambil dari jurnal dan skripsi yang 

berhubungan dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT) : 

“Efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa bagi masyarakat 

miskin terkena dampak Covid-19 di desa Talaitan”, Carly Erfly Fermando.Penelitian 

ini merupakan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa pemerintah desa Talaitan sudah berkerja sesuai dengan prosedur, 
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mengenai adanya dugaan nepotisme dalam penentuan penerima BLT dana desa telah 

dibantah oleh hukum tua dan berdasarkan hasil data sekunder dilapangan  

menyatakan demikian.  Dan untuk aspek ketetapan sasaran, dapat disimpulkan bahwa 

pemberian BLT dana desa di desa Talaitan sudah tepat sasaran. Hal tersebut didasari 

oleh pernyataan masyarakat  yang merasakan langsung dampak BLT-DD dan 

merupakan pelaku lansung dilapangan. 

Berdasarkan hasil analisis diatas, dalam hal penyaluran Bantuan Langsung 

Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Milango menunjukan bahwa sudah mematuhi 

aturan yang ada,dan sudah tepat sasaran. Dengan selalu memperhatikan protokol 

kesehatan, penyaluran ini sendiri dilakukan secara tunai kepada masyarakat penerima 

yang di hadiri oleh Kepala Desa, Aparat Desa, Ketua BPD, Kepala Dusun, 

Camat/yang mewakili, Babinsa dan masyarakat penerima. 

2. Penerapan Prinsip Transparansi dalam Penyaluran BLT-DD di Desa 

Milango 

Menurut Shade dan Bennet (2004) Transparansi  merupakan  suatu kebebasan 

untuk mengakses aktivitas politik dan ekonomi pemerintah dan keputusan-

keputusannya, transparansi memungkinkan semua stakeholders dapat melihat struktur 

dan fungsi pemerintahan, tujuan dari kebijakan dan proyeksi fiskalnya, serta laporan 

(pertanggung jawaban) periode lalu. Akuntabilitas mengandung arti pertanggung 

jawaban, baik oleh orang-orang maupun badan-badan yang dipilih.Sedangkan 
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keadilan berarti bahwa masyarakat diperlukan secara sama dibawah hukum dan 

mempunyai derajat yang sama dalam partisipasi politik. Transparansi, akuntabilitas 

dan keadilan merupakan atribut yang terpisah akan tetapi dua istilah yang pertama 

adalah tidak independen sebab pelaksanaan akuntabilitas memerlukan transparansi. 

Adapun peneliti terdahulu yang di ambil dari jurnal dan skripsi yang 

berhubungan dengan penerapan transparansi : 

“Transparansi dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-

DD) di Desa Bangsalsari”, Tioma Roniuli Hariandja dan Nanang Tri Budiman. Hasil 

dari penelitian ini menujukan bahwa berdasarkan tiga unsur dalam pelaksanaan 

keterbukaan informasi publik  yang diamanahkan oleh peraturan daerah kabupaten 

jember nomor 8 tahun 2016, yaitu adanya publikasi dalam pelaksanaan BLT-DD di 

desa bangsalsari sendiri sudah mencerminkan transparansi. 

Berdasarkan hasil analisis diatas, dalam hal penyaluran bantuan langsung tunai 

dana desa di Desa Milango yang menunjukan bahwa dalam penerapan prinsip 

transparansi untuk penyaluran BLT-DD sudah sesuai dengan indikator transparansi 

menurut Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2020. Indikator pertama, berdasarkan 

hasil penelitian di Desa Milango bahwa pemerintah desa sudah melakukan Musdesus 

yang bertujuan untuk melakukan verifikasi dan validasi data masyarakat calon 

penerima BLT-DD. Pemerintah desa mengundang Ketua BPD beserta 

anggotanya,semua Kepala Dusun, Babinsa, Perangkat Desa, dan Masyarakat, elemen-
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elemen tersebut di minta untuk membantu untuk melakukan verifikasi dan validasi 

data terkait penentuan calon penerima BLT-DD. Kemudian data hasil dari Musdesus 

tersebut akan disahkan oleh Kepala Desa, karena daftar penerima BLT-DD tersebut 

selanjutnya akan ditempelkan pada papan informasi supaya seluruh masyarakat bisa 

melihat daftar penerima BLT-DD. 

Indikator kedua, berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa di Desa 

Milango sudah menyebarluaskan daftar penerima BLT-DD, hal tersebut didukung 

oleh argumentasi dari beberapa pihak yaitu Kepala Desa, dan 3 masyarakat penerima 

BLT-DD. Mereka menyatakan bahwa masyarakat bisa melihat siapa saja yang 

termasuk dalam daftar penerima BLT-DD di papan informasi yang ada di Balai Desa 

Milanngo. 

3. Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Penyaluran BLT-DD di Desa 

Milango 

Menurut Sitompul (2014) Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk 

memberikan  pertanggung  jawaban  atau untuk menjawab dan menjelaskan kinerja 

dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada 

pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau 

pertanggung jawaban. 

Adapun peneliti terdahulu yang di ambil dari jurnal dan skripsi yang 

berhubungan dengan penerapan akuntabilitas : 
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“Akuntabilitas pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) 

pada masa pandemi Covid-19”, Heri Sutanto dan Pancawati Hardiningsi. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa pengelolaan Bantuan Langsung Tunai(BLT) dana 

desa telah mencapai akuntabilitas. Tetapi masi diperlukan pendampingan dari 

pemerintah desa. 

Berdasarkan hasil analisis diatas bahwa dalam penyaluran BLT-DD di Desa 

Milango sudah sesuai dengan indikator  menurut Instruksi  Mendagri  Nomor 3 

Tahun 2020. Indikator pertama, berdasarkan  hasil  penelitian Pemerintah Desa 

Milango yang pertama akan  melakukan Musrenbangdes yang bertujuan untuk 

melaksanakan diskusi berkaitan dengan dana perubahan pembangunan fisik. 

Dikarenakan pada tahun 2020 pandemi Covid-19 masuk pada bulan maret 2020 maka 

pemerintah Desa Milango menggunakan dana  yang berasal dari pembangunan fisik 

yang sebagian dananya dialihkan untuk pemenuhan kebutuhan sosial kepada 

masyarakat yang berdampak Covid-19. 

Indikator  kedua, menurut Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2020 penyaluran 

BLT-DD bisa dilakukan secara tunai dan  non tunai. Tetapipada penyaluran BLT-DD 

di Desa Milango diberikan secara tunai saja dikarenakan di Desa Milango jika 

bantuan yang diberikan secara non tunai hanya bantuan yang berasal dari pemerintah 

pusat, jadi bukan bantuan yang berasal dari dana desa. Pada saat pengambilan 

bantuan berupa BLT-DD tersebut masyarakat diminta membawa sejumlah dokumen 
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yang  merupakan syarat untuk pengambilan bantuan.Syarat yang harus dibawah pada 

saat pengambilan BLT-DD yaitu fotocopy KK dan fotocopy KTP. 

Indikator ketiga, setelah dilakukan penyaluran BLT-DD di Desa Milango 

selanjutnya pemerintah desa setiap satu bulan sekali akan melaporkan hasil 

penyaluran tersebut kepada pihak yang berwenang yaitu Inspektorat dan Kantor 

Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN). Laporan hasil penyaluran berisi 

mengenai beberapa dokumen seperti surat undangan, daftar hadir, tanda terima 

penerimaan uang bantuan, fotocopy KK, fotocopy KTP. Laporan tersebut sangat 

diperlukan karena sebagai salah satu syarat agar dana BLT-DD untuk bulan 

berikutnya bisa dicairkan untuk dapat dilakukan penyaluran BLT-DD tahap 

berikutnya. 

Terkait dengan yang di kemukakan pada latar belakang di Desa Milango 

terkadang terjadi keterlambatan dalam penyaluran BLT-DD, keterlambatan tentang 

yang sebenarnya disalurkan sebulan sekali menjadi tiga bulan sekali. Namun pada 

saat ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan pihak BPD menjelaskan 

bahwa pihak masyarakat sudah tidak mempermasalahkannya lagi, asalkan BLT-DD 

tersebut tetap diterima oleh masyarakat. 

Berikut merupakan ringkasan dari pelaksanaan anggaran dan mekanisme 

penyaluran dana BLT-DD yang ada di Desa Milango : 
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Gambar 4.2 Mekanisme Pelaksanaan Anggaran BLT-DD Desa Milango 
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Gambar 4.3 Mekanisme Penyaluran BLT-DD di Desa Milango 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

1. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan satu program yang 

diusulkan  oleh Kementerian  Desa Pembangunan  yang berasal dari uang dana desa 

dan diperuntukan bagi masyarakat yang mengalami masalah ekonomi selama 

pandemi Covid-19, sama halnya dengan desa lain Desa Milango juga sudah 

Melaksanakan  program BLT-DD. Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyaluran 

BLT-DD di Desa Milango sudah sesuai dengan peraturan yang ada serta menerapkan 

protokol kesehatan. 

2.  Selanjutnya dalam hal penerapan prinsip transparansi  pada penyaluran BLT-DD 

yang ada di Desa Milango telah sesuai dengan arahan Instruksi Mendagri Nomor 3 

Tahun 2020 yaitu Indikator Pertama, Kepala Desa memfasilitasi BPD untuk 

melaksanakan Musdesus dengan mengundang perwakilan elemen masyarakat untuk 

membantu dalam hal verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima 

bantuan BLT-DD. Dan berdasarkan penelitian lapangan pemerintah Desa Milango 

sudah melaksanakan musdesus untuk melakukan verifikasi dan validasi data dalam 

rangka menetapkan penerima BLT-DD.  

Indikator kedua, daftar penerima bantuan BLT-DD akan disebarluaskan di 

papan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian di 
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Desa Milango hasil dari keputusan musdesus tersebut daftar masyarakat penerima 

bantuan BLT-DD sudah ditempelkan dipapan informasi yang ada di depan aula 

kantor Desa Milango agar masyarakat bisa melihat siapa saja yang berhak 

mendapatkan bantuan BLT-DD. 

3. Selanjutnya dalam penerapan prinsip akuntabilitas sudah sesuai dengan arahan 

Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2020 yaitu indikator pertama, pemerintah 

Desa Milango melakukan Musrenbangdes untuk perubahan kegiatan yang bertujuan 

untuk pmenuhan kebutuhan sosial berkaitan dengan bantuan yang berupa BLT-DD. 

Berdasarkan penelitian dilapangan pada penyaluran BLT-DD di Desa Milango yaitu 

dalam memutuskan dana pembangunan fisik yang dialihkan untuk penanganan Covid 

-19 dengan memberikan bantuan berupa BLT-DD.  

Indikator kedua, penyaluran BLT-DD dilakukan secara tunai dan non tunai. 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan BLT-DD di Desa Milango Dilakukan secara 

tunai yang dilaksanakan di aula Kantor Desa Milango. Indikator ketiga, penyampaian 

laporan hasil penyaluran BLT-DD kepada pihak yang berwenang . Berdasarkan hasil 

penelitian dilapangan setelah dilakukan penyaluran BLT-DD kepada 

masyarakatpemerintah Desa Milango harus melaporkan hasil dari penyaluran BLT-

DD kepada pihak Inspektorat dan KPPN agar dana anggaran untuk penyaluran tahap 

selanjutnya bisa dicairkan. 

5.2 Keterbatasan 
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Informasi terkait dengan penyaluran dan penerapan transparansi dan 

akuntabilitas hanya terbatas di Kepala Desa dan Ketua BPD dikarenakan Sekretaris 

Desa tidak bisa hadir di kantor desa untuk proses wawancara. 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan bagi : 

1. Pemerintah Desa Milango  

Bahwa Desa Milango seharusnya menggunakan websitedesa agar masyarakat 

dalam mengakses informasi di sistem informasi desa mudah untuk mengetahui 

informasi mengenai kebijkan dan keuangan yang ada di Desa Milango. 

2. Peneliti Selanjutnya  

Diharapkan peneliti selanjutnya bisa mencari informasi yang melibatkan Sekretaris 

dan aparatur desa lain terkait penyaluran dan penerapan prinsip transparansi dan 

akuntabilitas dalam penyaluran BLT-DD. 
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Lampiran 1. Draf wawancara  

No. Kategori Pertanyaan Jawaban 

1. Akuntabilitas Apakah pihak desa 

melakukan sosialisai 

terlebih dahulu mengenai 

pemberian  BLT-DD ? 

Dimana ? 

Iya untuk memvalidasi 

data seluruh elemen 

masyarakat pasti akan 

diundang, seperti ketua 

BPD beserta anggotanya, 

kepala dusun, pak babinsa 

dan aparat desa.Setelah 

daftar masyarakat 

penerima BLT-DD 

diputuskan dalam 

musyawarah desa, 

kemudian daftar atau 

nama-nama tersebut akan 

disahkan oleh saya selaku 

pimpinan di Desa 

Milango ini agar 

penyaluran bisa 

dilaksanakan,untuk tahap 

1 

  

Kami laksanakan di aula 

kantor desa milango 

2.  Sejak kapan berdirinya 

BLT-DD di desa milango ? 

Penyaluran BLT-DD 

pertama kami laksanakan 

pada pertengahan tahun 

2020,penyaluran kami 

laksanakan di balai 

desa,BLT-DD sendiri 

kami berikan secara tunai 

kepada masyarakat 

penerima. Yang di hadiri 

oleh pihak desa termasuk 

saya selaku pimpinan 

disini, anggota BPD, 

kepala dusun 

1,2,3,babinsa dan pihak 

kecamatan yg biasanya di 

wakili oleh sekcam 
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3.  Bagaimana tahapan 

pencairan dan penyaluran 

BLT-DD di desa milango ? 

Setelah anggaran BLT-

DD masuk ke dalam 

rekening desa, kemudian 

akan di ambil atau 

dicairkan dan selanjutnya 

pemerintah Desa Milango 

akan menentukan hari 

untuk pencairan BLT-DD 

kepada masyarakat. Pihak 

desa menentukan hari 

untuk melalukan 

penyaluran BLT-DD, 

kemudian masyarakat 

akan diundang untuk 

datang ke kantor desa 

untuk menerima BLT-

DD. Jadi masyarakat di 

berikan undangan terlebih 

dahulu untuk mengambil 

BLT-DD,dengan syarat 

masyarakat yang 

bersangkutan harus 

membawa persyaratan 

berupa fotocopy kartu 

keluarga dan fotocopy 

KTP. 

Masyarakat hadir ke aula 

kantor desa dengan 

menerapkan protokol 

kesehatan 3M, setelah 

memasuki aula mendaftar 

dengan cara menyerahkan 

dokuman. Setelah seluruh 

penerima BLT-DD sudah 

datang maka akan di 

adakan sedikit 

pengarahan dari saya 

selaku Kepala Desa, 

kemudian sambutan oleh 

Camat atau yang 

mewakili dan yang 

terakhir yaitu Ketua BPD. 
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Kemudian penyaluran 

dilakukan secara simbolis 

oleh saya, camat, dan 

ketua BPD. Saat 

menerima uang akan di 

ambil dokumentasi dan 

tanda tangan bahwa 

sudah menerima uang 

BLT-DD 

3.  Apakah pemerintah desa 

membuat rencana anggaran 

untuk dana BLT-DD ? 

Dimana ? 

Siapa saja yang terlibat? 

Untuk dana BLT-DD 

tahun 2020 itu kami 

menggunakan dana 

bantuan fisik yang di desa 

milango, dana tersebut 

dana untuk pembuatan 

jembatan. Iya sebagian 

dananya kami gunakan 

untuk BLT-DD karena 

pandemi masuk pada 

bulan maret 2020. Maka 

dana BLT-DD itu kami 

ambil dari dana 

pembangunan fisik yang 

ada, iya..jadi dana 

tersebut dipotong oleh 

pihak desa karena untuk 

pembangunan jembatan 

ini masih bisa ditunda 

dulu. Kalau tahun 2021 

dana BLT-DD sudah 

dianggarkan 

APBDes.Untuk dana 

pembangunan fisik di 

Desa Milango berjumlah 

Rp. 247.385.700 dipotong 

sebesar Rp. 37.800.000 

untuk dana BLT-DD. 

Untuk tahun 2021 sudah 

ada anggaran dari 

pemerintah pusat. Iya.. 

untuk dana yang di 

salurkan pada tahun 2020 
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itu jumlahnya Rp. 

600.00/KK, sedangkan 

tahun 2021 itu Rp. 

300.000/KK.. validasi 

data dari kementrian 

sosial sehingga jumlah 

penerima BLT-DD 

berkurang menjadi 50 KK 

karena yang lain sudah 

terdaftar dalam bantuan 

laiUntuk dana BLT-DD 

tahun 2020 itu kami 

menggunakan dana 

bantuan fisik yang di desa 

milango, dana tersebut 

dana untuk pembuatan 

jembatan. Iya sebagian 

dananya kami gunakan 

untuk BLT-DD karena 

pandemi masuk pada 

bulan maret 2020. Maka 

dana BLT-DD itu kami 

ambil dari dana 

pembangunan fisik yang 

ada, iya..jadi dana 

tersebut dipotong oleh 

pihak desa karena untuk 

pembangunan jembatan 

ini masih bisa ditunda 

dulu. Kalau tahun 2021 

dana BLT-DD sudah 

dianggarkan 

APBDes.Untuk dana 

pembangunan fisik di 

Desa Milango berjumlah 

Rp. 247.385.700 dipotong 

sebesar Rp. 37.800.000 

untuk dana BLT-DD. 

Untuk tahun 2021 sudah 

ada anggaran dari 

pemerintah pusat. Iya.. 

untuk dana yang di 



71 

 

 

salurkan pada tahun 2020 

itu jumlahnya Rp. 

600.00/KK, sedangkan 

tahun 2021 itu Rp. 

300.000/KK. validasi data 

dari kementrian sosial 

sehingga jumlah 

penerima BLT-DD 

berkurang menjadi 50 KK 

karena yang lain sudah 

terdaftar dalam bantuan 

lainalidasi data dari 

kementrian sosial 

sehingga jumlah 

penerima BLT-DD 

berkurang menjadi 50 KK 

karena yang lain sudah 

terdaftar dalam bantuan 

lain.alidasi data dari 

kementrian sosial 

sehingga jumlah 

penerima BLT-DD 

berkurang menjadi 50 KK 

karena yang lain sudah 

terdaftar dalam bantuan 

laiUntuk dana BLT-DD 

tahun 2020 itu kami 

menggunakan dana 

bantuan fisik yang di desa 

milango, dana tersebut 

dana untuk pembuatan 

jembatan. Iya sebagian 

dananya kami gunakan 

untuk BLT-DD karena 

pandemi masuk pada 

bulan maret 2020. Maka 

dana BLT-DD itu kami 

ambil dari dana 

pembangunan fisik yang 

ada, iya..jadi dana 

tersebut dipotong oleh 

pihak desa karena untuk 
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pembangunan jembatan 

ini masih bisa ditunda 

dulu. Kalau tahun 2021 

dana BLT-DD sudah 

dianggarkan 

APBDes.Untuk dana 

pembangunan fisik di 

Desa Milango berjumlah 

Rp. 247.385.700 dipotong 

sebesar Rp. 37.800.000 

untuk dana BLT-DD. 

Untuk tahun 2021 sudah 

ada anggaran dari 

pemerintah pusat. Iya.. 

untuk dana yang di 

salurkan pada tahun 2020 

itu jumlahnya Rp. 

600.00/KK, sedangkan 

tahun 2021 itu Rp. 

300.000/KK. validasi data 

dari kementrian sosial 

sehingga jumlah 

penerima BLT-DD 

berkurang menjadi 50 KK 

karena yang lain sudah 

terdaftar dalam bantuan 

lainalidasi data dari 

kementrian sosial 

sehingga jumlah 

penerima BLT-DD 

berkurang menjadi 50 KK 

karena yang lain sudah 

terdaftar dalam bantuan 

lain. 

4.  Setelah tahapan penyaluran 

apakah pihak desa 

membuat laporankepada 

pihak yang berwenang ? 

Siapa yang membuat 

laporan ? 

Kepada siapa Laporan 

diberikan ? 

Laporan keuangan yang 

dibuat oleh kaur 

keuangan untuk 

inspektorat dan pihak 

lainya, dokumen yang 

dilaporkan itu dalam 

bentuk dokumen dan juga 

bentuk file. Jadi yang 



73 

 

 

dilaporkan itu seperti 

hasil dokumentasi, 

udangan, fotocopy KK 

dan fotocopy KTP 

penerima, serta foto pada 

saat penyerahan bantua, 

tanda terima seperti 

kwitansi, terus daftar 

hadir penerima. 

Iya..laporan akan 

disampaikan setiap bulan 

setelah penyaluran BLT-

DD 

5.  Apakah masyarakat di 

berikan informasi  

penyaluran BLT-DD ? 

Melalui apa ? 

Dimana ? 

Kepala dusun mempunyai 

daftar calon penerima 

BLT-DD, dan di pintu 

masuk aula kantor desa 

juga sudah kami 

tempelkan daftar 

penerima bantuan, saya 

juga sudah 

menyampaikan lewat 

pengeras suara yang ada 

di mesjid, kami tidak 

menyampaikan informasi 

melalu hp karena pihak 

desa belum menggunakan 

website desa 

 

Melalui undangan 

Aula kantor desa 

6.  Apakah ada kendala saat 

penyaluran BLT-DD di 

desa milango ? 

Selama penyaluran lancar 

tidak ada kendala 

apupun,tetapi dahulu 

pernah ada masyarakat 

yang sudah mendapat 

bantuan BNPT kemudian 

keluar juga namanya di 

BLT-DD, warga tersebut 

diusulkan oleh kadus 

tetapi beliau tidak 

mengetahui bahwa sudah 



74 

 

 

menerima bantuan 

BNPT” 

Yah? Kendala lain yaitu 

keterlambatan pemerintah 

desa dalam pencairan 

dana” 

Solusi yang kami berikan 

pada saat itu memberi 

pilihan kepada beliau 

untuk memilih BLT-DD 

atau BNPT,yang  

menangani pastinya kami 

selaku pemerintah desa 

8.  Siapa saja yang terlibat 

dalam penyaluran BLT-DD 

? 

Yang di hadiri oleh pihak 

desa termasuk saya 

selaku pimpinan disini, 

anggota BPD, kepala 

dusun 1,2,3,babinsa dan 

pihak kecamatan yg 

biasanya di wakili oleh 

sekcam 

9. Transparansi Apakah di desa milango 

menyebarluaskan daftar 

calon penerima BLT-DD ? 

Melalui apa ? 

Kepala dusun mempunyai 

daftar calon penerima 

BLT-DD, dan di pintu 

masuk aula kantor desa 

juga sudah kami 

tempelkan daftar 

penerima bantuan, saya 

juga sudah 

menyampaikan lewat 

pengeras suara yang ada 

di mesjid, kami tidak 

menyampaikan informasi 

melalu hp karena pihak 

desa belum menggunakan 

website desa 

 

Melalui undangan 

Aula kantor desa 

10.  Apakah anda mendapatkan  

informasi tentang penerima 

BLT-DD ? 

Iya, saya bisa melihat 

nama-nama penerima 

BLT-DD yang ditempel 
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Dimana ? dipintu aula 

Iya, saya melihat nama-

nama itu di pintu aula 

kantor desa, biasanya 

juga kepala desa 

menyampaikan dimesjid 

Iya ada, nama-nama itu 

saya lihat di depan pintu 

aula” 

11.  Bukti tanda terima 

penyerahan BLT-DD 

seperti apa ? dan disetujui 

oleh siapa ? 

Dalam bentuk kwitansi 

dan di setujui oleh kepala 

desa 
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Lampiran 2. Wawancara dengan Kepala Desa Milango 
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Lampiran 3. Wawancara dengan Ketua BPD 
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Lampiran 4. Contoh Laporan Penyaluran BLT-DD di Desa Milango 
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Dokumentasi Musyawarah Desa  
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Contoh Undangan Penyaluran BLT-DD di Desa Milango 
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Surat Pengesahan 2020 
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Tanda Bukti Pengeluaran Uang 
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Daftar Hadir Penyaluran BLT-DD di Desa Milango Tahun 2020 
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Daftar Penerima BLT-DD di Desa Milango Tahun 2020 
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Dokumentasi Penyaluran BLT-DD di Desa Milango Tahun 2020 
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Contoh Laporan Penyaluran BLT-DD di Desa Milango Tahun 2021 
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